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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu hal terpenting yang dibutuhkan oleh suatu negara adalah tentang 

perumbuhan ekonomi. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang mandiri 

apabila memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Dengan demikian, banyak sekali 

negara-negara di dunia yang terus berlomba-lomba untuk memperbaiki pertumbuhan 

ekonomi mereka, salah satunya adalah dengan cara investasi penanaman modal. 

 Penanaman modal atau yang dikenal dengan hukum investasi, berasal dari 

kata invest yang memiliki arti berupa menanam atau menginvestasikan uang ataupun 

modal. Baik dalam bahasa perundang-undangan maupun dalam kegiatan bisnis 

sehari-hari, istilah investasi atau penanaman modal sangat dikenal. Istilah investasi 

sangat populer dalam dunia bisnis, sedangkan istilah penanaman modal biasa 

digunakan dalam perundang-undangan. Namun, kedua istilah pada dasarnya 

memiliki arti yang sama, sehingga kadang-kadang digunakan bersama. 

 Undang-undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal menyatakan bahwa Penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri 

ataupun luar negeri sangat memiliki pengaruh besar pada kemajuan dan 

perkembangan ekonomi di Indonesia. Peran dari penanam modal ini sangat penting 

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah akan sulit 

menggerakkan perekonomian dan melaksanakan pembangunan jika tidak ada 

dukungan penanaman modal swasta. 

Pelayanan investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun 

Penanaman Modal Asing (PMA) di suatu tempat adalah tujuan, kewajiban, hak dan 
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pertanggung jawaban Badan Pengawasan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) 

Sebagaimana diubah terakhir oleh Keppres No 122 tahun 1999, Badan Pengawasan 

Penanaman Modal Daerah (BPPMD) bertanggung jawab atas pelayanan investasi 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di 

daerah. BPPMD adalah badan staf gubernur propinsi yang bertanggung jawab untuk 

memberikan perizinan, persetujuan PMA dan PMDN, serta perizinan untuk 

pelaksanaan penanaman modal lainnya dengan jumlah investasi yang tidak terbatas. 

Sebagaimana diketahui, di antara kesulitan ekonomi saat ini, partisipasi 

masyarakat khususnya dunia usaha, terutama melalui kegiatan penanaman modal 

dalam negeri dan penanaman modal asing, masih menjadi titik terang. Investasi yang 

menguntungkan maupun menyebabkan kerugian, tentunya dipengaruhi oleh 

penurunan rupiah. 

Otonomi daerah akan membuat pemerintah daerah bertindak lebih profesional 

dan efisien. Pemerintah daerah harus merevisi birokrasi mereka untuk meningkatkan 

efisiensi dan profesionalisme. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah, baik 

pusat ataupun daerah, akan dihadapkan pada banyaknya perubahan di masa sekarang 

dan di masa depan karena tekanan dari dalam dan luar. Pemerintah akan menghadapi 

globalisasi dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya 

dari sudut pandang luar. 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan yang harus dibuat 

dan dikirim secara berkala yang menjelaskan masalah dan perkembangan realisasi 

penanaman modal. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal berarti memantau, 

mendidik, dan mengawasi penanaman modal sesuai dengan hak, tanggung jawab, 

dan tanggung jawab penanam modal. Apabila proses pengendalian pelaksanaan 
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penanaman modal tercapai, pelaksanaan akan berjalan lancar, tepat waktu, dan data 

realisasi akan tersedia. 

Sistem perizinan penanaman modal mengalami transformasi yang signifikan 

seiring dengan perkembangan zaman dan berbasis digital. Sistem perizinan 

elektronik memudahkan pengurusan perizinan. Tentunya perkembangan ini 

diharapkan mampu membuat pelaku usaha lebih tertarik untuk mengurus perizinan. 

Ini juga akan membuat pengawasan pemerintah lebih mudah untuk memastikan 

bahwa kegiatan usaha tidak berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. 

Untuk tujuan ini, pemerintah membuat sistem pendaftaran izin elektronik yang 

dikenal sebagai OSS (Online Single Submission). 

Dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021, Pasal 7 Ayat 1 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

menyatakan bahwa: “Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan 

secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementrian/lembaga, Pemerintah Daerah 

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan 

pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS”.  

Pasal 15 huruf c Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal menyatakan bahwa membuat, menyusun dan menyampaikan Laporan 

Kegiatan Penanaman Modal atau biasa disingkat LKPM merupakan salah satu 

kewajiban dari pelaku penanam modal. Sejalan dengan hal tersebut, diperkuat 

kembali oleh Pasal 5 huruf c Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 5 Tahun 2021 yang juga menyatakan bahwa salah satu kewajiban yang harus 

dipenuhi penanaman modal dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal yaitu 

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).  
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Sedangkan pasal 29 nomor 4 huruf a Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 mengatakan Laporan Kegiatan Penanaman 

Modal mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi 

produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait 

pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang 

perseorangan, dan badan usaha. 

Proses penyampaian LKPM dilakukan secara online melalui sistem OSS ( 

Online Single Submission) sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Peraturan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021. Adapun penyampaian LKPM 

mengacu pada data perizinan berusaha yang terdapat pada sistem OSS. 

Pasal 32 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 

Tahun 2021 mengatakan bahwa dalam menyampaikan LKPM bagi pelaku usaha 

kelompok Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) dilakukan per tiga bulan sekali dan 

untuk kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK) dilakukan per enam bulan sekali. 

Dengan demikian, ketika menjalankan aktivitas usahanya, penanam modal harus 

menepati kewajibannya termasuk dalam hal menyampaikan LKPM secara rutin. 

LKPM sangat penting bagi pelaku usaha dan memiliki tujuan berupa untuk 

mengetahui pertumbuhan investasi pada suatu tempat sehingga berdasarkan data 

LKPM yang disampaikan oleh setiap organisasi atau perusahaan terdata pada capaian 

realisasi investasi. 

Adapun beberapa kriteria perusahaan yang tidak wajib baginya melaporkan 

LKPM, hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal No 5 Tahun 2021 Pasal 32 ayat 5 yang berbunyi bahwasannya penyampaian 
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LKPM tidak diwajibkan bagi, pelaku usaha mikro, bidang usaha hulu migas, 

perbankan, lembaga keuangan non bank dan asuransi. 

Perusahaan Non UMK, yang memiliki modal lebih dari 5 milyar, memiliki 

peran yang signifikan dalam meningkatkan realisasi investasi di daerah. Diharapkan 

bahwa perusahaan Non UMK dan UMK di Kota Palembang rutin menyampaikan 

LKPM, tetapi faktanya banyak yang tidak melakukannya. Banyak sekali kendala-

kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam melaporkan LKPM mereka, 

salah satunya adalah DPMPTSP Kota Palembang kurang mengadakan sosialisasi 

mengenai LKPM sehingga para pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana prosedur 

pelaksanaan penyampaian LKPM mereka, dan masih banyak sekali kendala-kendala 

yang dihadapi sehingga para perlaku usaha yang ada di Kota Palembang tidak rutin 

atau bahkan tidak melaporkan LKPM mereka, total pelaku usaha yang belum 

melaporkan LKPM yang didapat oleh penulis berjumlah kurang lebih ada 11 ribu 

Pelaku usaha di Kota Palembang yang masih belum melaporkan LKPM mereka. 

Adapun jika para pelaku usaha masih tidak rutin atau bahkan tidak melaporkan 

LKPM mereka, maka akan ada sanksi administratif yang dikenakan kepada mereka 

sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal 

Nomor 5 Tahun 2021, adapun sanksi-sanksi ini dilakukan bertahap, dari peringatan 

tertulis maupun daring, Pembekuan terhadap kegiatan usaha ataupun Nomor Induk 

Berusaha (NIB) mereka, hingga Pencabutan kegiatan usaha ataupun Nomor Induk 

Berusaha (NIB). 

Pertumbuhan realisasi investasi ke arah yang positif baik itu berasal dari 

Perusahaan Modal Asing ataupun Perusahaan Modal Dalam Negeri sangat 

dibutuhkan, hal tersebut disebabkan oleh perkembangan dan pertumbuhan realisasi 
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investasi yang berhasil dicapai dari hasil evaluasi LKPM akan berdampak baik bagi  

perekonomian di Indonesia, contohnya pendapatan masyarakat meningkat,  adanya 

lowongan pekerjaan baru, ataupun kesempatan berusaha. 

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Kebijakan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 

(LKPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Palembang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan tersebut, maka rumusan 

masalah ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengawasan Laporan 

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Palembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk Mengetahui dan Menganalisis Impementasi Kebijakan Pengawasan 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Akademik 

1. Memperolah pengembangan terkhusunya dalam pengembangan ilmu 

administrasi publik dan untuk memperkuat kompetensi yang dimiliki 

sebagai calon administrator. 

2. Bahan tambahan pengetahuan mengenai perencanaan inovasi guna 

meningkatkan pelayanan publik. 

b) Manfaat Praktis 
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1. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan, dan kinerja di Dinas Penananaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. 

2. Sebagai bahan referensi maupun evaluasi bagi para pegawai pada instansi 

tersebut dalam penerapan Laporan Kegiatan Penanaman Modal. 

c) Manfaat Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat memahami lebih mengenai dunia pekerjaan dengan 

berbagai macam permasalahan yang tengah terjadi. 

2. Mahasiswa dapat menganalisis mengenai berbagai macam laporan, salah 

satunya adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal, serta menjadikan 

bekal bagi penulis di dunia pekerjaan ataupun adminstrasi, dan penulis 

mampu untuk mengiplementasikan hal ini di lapangan serta memberikan 

peningkatan dalam pelayanan publik. 
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